
BUPATI BIREUEN 
PROVINS! ACEH 

PERATURAN BUPATI BIREUEN 
NOMOR 26 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENJABARAN PERT.ANGGUNGJA W ABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI BIREUEN, 

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 Qanun 
Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Pertanggungj awaba n Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksahaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 sebagai 
rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 
Anggaran 2020; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menctapkan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran 
Pendapatan 
2020; 

Pcrtanggungjawaban_ Pclaksanaan Anggaran 
dan Be lanja Kabupaten Bircucn Tahun Anggaran 

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

2 . Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 1999 · Nomor l 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Non:ior 8 Tahun 2000 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten 
Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3963); 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355) ; 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, ., 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran,Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4633); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 
2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 71, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemcrintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Alas Peraturan Pcmerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan K~terangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 
Penyelenggaraan Pcmerintah Daerah kepada Masayarakat 
(Lembaran Negara Rc publik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6279); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Repu~lik Indonesia Nomor 6322); 

2019 ten tang 
Negara Republik 
Lembaran Negara 

18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 lentang Pengadaan 
Barang/ Jasa Pcmerintah, scbagaimana Lelah diubah, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 ten tang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
Pada Pemerin tah Dae rah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 ten tang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

22. Qanun Ka bu paten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 ten tang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 
Anggaran 2020; 



23. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2020 tentang 
Perubahan An-ggaran Pendapatan dan Bclanja Kabupaten 
Bireuen Tahun Anggaran 2020; 

24. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 ten tang 
Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020; 

25. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 ten tang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 
Bireuen Tahun Anggaran 2020 Sebagaimana telah diubah ., 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 
17 Tahun 2020; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PERTANGGUNGJA WABAN PELAKSANAAN 

PENDAPATAN DAN . BELANJA KABUPATEN 
TAHUN ANGGARAN 2020 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas : 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang Sah 
JUMLAH PENDAPATAN 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Lan~sung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Hibah 
3) Belanja Bantuan Sosial 
4) Belanja Bagi Hasil Kepada 

Provinsi/ Kabupaten/ Kota, 
Pemerin tahan Desa dan 
Partai Politik 

5) Belanja Bantuan 
Keuangan 

6) Belanja Tidak Terduga 
Jumlah Belanja Tidak 
Langsung 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja Langsung 

Rp 162.162.621.716,81 

Rp l .046 .763 .645.623,00 

Rp 684.738.899.110,00 

Rp 1.893.665.166.449,8 l 

Rp 668. 170.570.499,00 

Rp 10. 709 . 700.000,00 

Rp 2.289.135.752,45 

Rp 3.299.645 .000 ,00 

Rp 598.057.104.421,00 

RQ 15.317 .233.340,00 

Rp 1.297.843.389.012,45 

Rp 90.245.099.817,00 

Rp 265.690.742.391,16 

RQ 235.210.628.805,00 

Rp 591.146.47] .013,16 

BIREUEN 

JUMLAH BELANJA Rp 1.888. 989.860.025,61 
SURPLUS / /DEF'ISIT) Ro 4 .675 .306.424.20 



3. Pembiayaan 
a . Penerimaan Rp73.210.266.966 ,9 1 
b . Pengeluaran Rp 2.973.149.560,00 

JUMLAH PEMBIA Y AAN NETTO Rp 
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)Rp 

70 .237.117.406,91 
74 .9 12.423.831, 11 

Pasal2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. 

Pasal3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 
lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sireuen. 

f Diundangkan di Bireue1 
pada tanggal 30 ~~ 2l 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BIREUEN, 

Ditetapkan di Sireuen 
pad a tanggal &:, ~v;tv; z.o zl 

\ BUPATI BIREUEN, I 
~ UZAKKAR A. GANI 

SERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR <i>t3 

,,., 


